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ABSTRACT

Accelerating economic growth is a necessary condition for improving people squalityof
life. Accelerating economic growth requires maximizing the financial sector's contribution
through providing financial services to the largest potential public and enterprises, such as
UMKM. Thatis, as partof measures to improve public welfare, efforts should be undertaken to
boostthe financial sector's role in the economy. Any initiative aiming atremoving all priceand
non-price barriers to people's access to financial services is referred to as financialinclusion. BMT
is a simple and cost-effective way for a company to reach the bottom layer and foramicrofinance
institution to meet the demand for loanable money (loan).

Keywoard : Economic Growth, Financial Inclusion, UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT)Medan City

ABSTRAK

Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi sumbangan sektor keuangan dengan mewariskan
bab seluas-luasnya bagi masyarakat dan eksekutor usahaterhadap layanan keuangan, seperti
UMKM, merupakan komponen signifikan dalam percepatan progres ekonomi. Artinya, divisi
sektor keuangan dalam perekonomian harus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Inklusi keuangan adalah kata luas yang mengacupada
segala upaya untuk menghilangkan semua halangan harga dan non-harga atas akses publik
ke layanan keuangan.BMT adalah cara bagi organisasi untuk mencapai lapisan bawah dan
lembaga keuangan mikro untuk memenuhi permintaan dana pinjaman dengan cara yang
paling hemat biaya dan mudah (pinjaman).

Kata kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Keuangan Inklusif, UMKM, BaitulMaal Wat Tamwil
(BMT) kota Medan
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PENDAHULUAN

Ketahanan nasional dan perlindungan ekonomi global dari dampak krisis
tidak dapat disangkal merupakan prioritas penting bagi setiap sektor ekonomi.
Banyakbukti yang menunjukkan bahwa terdapat tautankausalitas yang substansial
antara peneguhanpola keuangan atas perkembangan dan kelimpahan satu negara.
Secaraumum, strategi penanggulangan kemiskinan yang paling efektifadalahdengan
mendapatkankeamjuanperniagaan yang tinggi dan terus menerus.Lajupertumbuhan
ekonomi merupakan prasyarat strategis terpenting untuk meningkatkan tarafthidup
masyarakat. Optimalisasi kontribusi sektor ini dengan memberikan pintu seluas-
luasnya akan kelompok dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan, ibarat UMKM,
merupakan komponen penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan Bank Dunia, banyak orang Indonesia yang masih belum
memiliki layanan keuangan. Masih banyaknya konsumen yang belum dapat
mengakses layanan keuangan menunjukkan kinerja sistem keuangan yang belum
optimal.Sistem keuangan yang ideal, di sisi lain, harus dapat menjangkau semua
lapisan masyarakat. Dampaknya terhadap perekonomian akan sangat besar jika
mayoritas masyarakat mampu menggunakan fasilitas jasa keuangan. Oleh karenaitu,
perlu dilakukan cara untukmemacu pemaikaian bagiananggaran dalamperdagangan
masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan menyeluruh keuangan, juga disebut
sebagai inklusi keuangan atau inklusi keuangan kepada segala orang. Partisipatifdan
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah organisasi perbankankecil yang sekaligus
hemat biaya, serta cara paling nyaman bagi masyarakat menengah dan kecil untuk
memperoleh kredit (sangkutan). Karena pinjam meminjam, serta tagihan, yaitu
masalah yang tidak dapat ditangani melalui kegiatan ekonomi.

TINJUAN LITERATUR
a. Optimalisasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan optimal sebagai

“terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan”. Pengoptimalan kata dapat
dianggap memiliki kata dasar yang ideal. Penting untuk dilakukan proses
optimasi atau optimasi, artinya memberikan nilai yang optimal pada apapun,
agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dari perspektifini, optimasi dapat
diterangkanmenjadi suatu teknik atau aktivitas yang dilakukan untuk
memperoleh atau memperoleh kondisi terbaik, tertinggi, dan paling
menguntungkan. [stilah "optimasi” mengacu pada proses berkonsentrasi pada
aspek yang paling signifikan dari kehidupan seseorang. Seorang pelari
profesional akan berusaha untuk mengalahkan waktu terbaiknya sendiri.
Seorang programmer akan berusaha untukmembangun kode dan programyang
lebih baik. Menyelesaikan sesuatu dengan dampakyanglebih luas dan lebihluas
adalah inti dari pengoptimalan.
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Menurut Ahmad Hasan Ridwan, langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk mencapai optimalisasi:
e Pemerintah harus memberikan keleluasaan dalam membangun BMTsecara
sistematis

e BMT melakukan program pemberdayaan melalui pelatihandan pembinaan
e BMT menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kelompok usaha binaan
e BMTdibawah pemerintah supervisi dapat bekerjasama untuk memberikan

pembinaan kepada usaha kecil menengah
e Pengembalian modal usaha yang disalurkan melalui BMT

b. Financial Inclusion

Inklusi keuangan merupakan faktor pendorong pembangunan dalamrangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan antara lain menghilangkan
hambatan akses masyarakat terhadap tabungan, kredit, sistem pelunasan,
asuransi, dan dana purnabakti adalah contoh jasa. Akses ke layanan keuangan
merupakan komponen penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Wajar jika
“9 Prinsip Inovasi Keuangan Inklusif” lahir pada KTT G-20 di Toronto pada Juli
2010. Kelompok Ahli Keuangan Inklusi yang dibentuk bagi G20 mengembangkan
kesembilan prinsip tersebut menjadi serangkaian saran untuk meningkatkan
pintu masyarakat miskin ke layanan keuangan dominasi, pluralitas serta
kreativitas, perlindungan dan penguatan, kolaborasi antar lembaga,penggunaan
kemahiran, memadai kebijakan, dan kerangka peraturan merupakan faktor
penting untuk dipertimbangkan, semuanya tercakup dalam bab kesembilan.

Kementerian Keuangan Indonesia juga menggunakan ringkasan prinsip
tersebut sebagai acuan dalam penerapan keuaangan inklusif. Dari sinilahmuncul
tujuan luas cara apa “mewujudkan sistem keuangan yang dapat digunakan oleh
semua lapisan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan”. Jelas banyak perwakilan yang harus diselesaikan.
Misalnya, upaya untuk mengintegrasikan inklusi keuangan dalam pembangunan
ekonomi yang lebih besar dan strategi pengurangan kemiskinan. Statistik
menunjukkan bahwa kemiskinan dan akses ke layanan keuangan memiliki
hubungan timbal balik, dengan keduuanya silih mempeengaruhi. Selain itu,ada
keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat
terhadap perilaku keuangan yang sehat.Ini diterima mengingat berlebihan
masyarakat Indonesia yang kurang tahu finansial. Oleh karena itu, pemahaman
masyarakat tentang pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk
ditingkatkan. Menciptakan iinklusi keuangan dengan meningkatkan sinergi
antara bank dan lembaga keuangan non-bank adalah tujuan lain yang ingin
dicapai. Lembaga keuangan yang paling banyak dicakup adalah bank. Sektor
perbankan akan menjadi tumpuan agenda inklusi keuangan. Sinergismebertahap
bank dan pemberian keuangan non bank, salah satunya Lemmbaga Keuangan
Mikroyang selama ini banyak melayani kelompok miskin dan UMKM, harusterus
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digalakkan untuk menjembatani kesenjangan konsumen yang tidak terjangkau
oleh perbankan.

Yang lebih penting adalah macam mana lembaga keuangan memberikan
layanan juga produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, lembaga
keuangan harus menilai setiap produk baru untuk memastikan benarmemenuhi
harapan masyarakat luas, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki
akses ke perbankan atau layanan keuangan lainnya. Pertanyaannya sekarang
adalah apakah impian untuk menciptakan sisteem keuangan yang dapat diakses
oleh semua orang tanpa hambatan dapat terwujud. Inkluusi keuangan
tampaknya menjadi inisiatif yang sangat strategis untuk memperluas
keterlibatan publik dalam sistem ekonomi sehingga hidup dan berrkembang.

c. Baitul Mal Wat Tamwil

Karena masalah pinjam meminjam adalah masalah yang tidak dapat
diselesaikan melalui kehidupan ekonomi, maka Baitull Mal Wat Tamwil (BMT)
adalah organisasi keuangan mikro paling terjangkau dan cara termudah untuk
memenuhi kebutuhan uang pinjaman. BMT cukup efektif mencegah bank-bank
tradisional besar memikat dana dari desa dan kemudian meminjamkannya
kepada konglomerat dan pengusaha kaya dalam skala kecil. Di sisi lain,
keberadaan BMT telah membantu pemberantasan aktivitas lintah darat yang
sudah berlangsunglama di masyarakat pedesaan. BMT didirikan dalaam upaya
untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial, khususnya dampak krisis
keuangan global, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.Sebagai Badan Kerja YINBUK (Yayasan Inkubasi Usaha Kecil), PINBUK
(Pusat Inkubasi Usaha Kecil) telah mengambil inisiatiffundamental dan politis
untuk memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut
ditempuh dengan mendorong tumbuhnya pengusaha kecil dan menengah
dengan mendirikan Baitul Maal Wat-Tamwil atau Pusat Usaha Mandiri Terpadu
(BMT).

Sejauh ini, PINBUK telah berhasil mendorong terciptanya sekitar 2.990 di
seluruh Indonesia (Bagian Data Pinbuk Pusat, 10/1999). PINBUK mendukung
usaha kecil syariah, BMT, yang merupakan badan hukum yang menjalankan
koperasi sesuai prinsip syariah.Dengan adanya bmt di banyak desa dan kota,
setidaknya sendi-sendi perekonomian daerah berkembang lebih baik, misal
pertanian, pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor informal
lainnya. Bahkan usaha kecil yang tidak aktif diharapkan untuk bangkit kembali
dengan bantuan kredit yang mudah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna perilaku, simbol, dan
fenomena dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk studi ini menggunakan
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studi kasus yanglengkap, intens, ekstensif, dan mendalam yanglebih terfokus pada
mempelajari masalah atau fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Baitul Mal Wat Tamwil dan Financial Inclusion

Sebutan Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) akhir-akhir inisemakin
populer, seiring dengan keinginan ummat akan ekonomi Islam dan solusi atas
krisis ekonomi Indonesia yang telah dialami sejak 1997. Nama-namainibiasanya
digunakan untuk institusi tertentu ( dalam perusahaan atau organisasi) yang
mengumpulkan dan mendistribusikan pembayaran ZIS (zakat, infaq, dan
shadaqah) dari karyawan atau karyawannya. Ungkapan tersebut juga berlaku
bagi badan ekonomi berbentuk koperasi multi-usaha yang bergerak dibeberapa
bidang kegiatan ekonomi rakyat, seperti sosial, keuangan (simpan pinjam), dan
perusahaan real estate.Lembaga keuangan syariah, khususnya BMT yang
berhubungan langsung dengan usaha mikro, harus mulai memikirkanbagaimana
mengelola usia produktif pengangguran. Dari segi jumlah, tentu ini merupakan
potensi besar yang harus diwujudkan. Jumlah tahun produktifini, jika dikelola
dengan cermat oleh BMT, benar-benar dapat menggerakkan ekonomi mikro
yang mampu menyerap banyak orang. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah
telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebagai sektor yang paling banyak
menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap
pertumbuhan PDB. BMT merupakan lembaga penunjang peningkatan kualitas
usaha ekonomi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah, menurut
terminologi Pinbuk.Kegiatan Baitul Maal meliputi penerimaan dan pengeluaran
uang zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan Baitut Tamwil meliputi penciptaan
usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas usaha mikro ekonomi,
serta mendorong tabungan dan pembiayaan.

BMT sejauh ini tergolong sebagai lembaga keuangan mikrobukan bank. Hal
ini karena BMT diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang
mengatur tentang perkoperasian. LKM dipisahkan menjadi bank danbukanbank
dalam kategori BankIndonesia, menurut Budiantoro (2003). BRI UnitDesa,BPR,
dan BKD adalah bank berwujud (Badan Perkreditan Desa). Koperasi Simpan
Pinjam (KSP), Lembaga Dana Perkreditan Rakyat (LDKP), Baitul Mal Wa' Tanwil
(BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Arisan, Pola PembiayaanGrameen,
Pola Pembiayaan ASA, Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan
lain-lain adalah contoh lembaga non perbankan. Aspek terpenting dari
keberadaan BMT dalam memberdayakan potensi ekonomi ini adalah
keunggulannya di berbagai bidang, antara lain:

Pertama, BMT menggunakan prinsip syariah, dengan pola yang melibatkan
mitra yang berinteraksi bukan hanya hubungan antaralembaga keuangan dan
pelanggan dalam rangka menyalurkan bantuan keuangan dan kemudian hanya
mengumpulkan simpanan, seperti yang terjadi pada bank dan lembagakeuangan
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tradisional. Akibat dari struktur pembagian risiko ini, keberhasilan mitra sama
dengan keberhasilan BMT, sedangkan penurunan mitra dalam manajemensama
dengan penurunan BMT. Sebagai hasil dari pengaturan pembagian risiko ini,
BMT akan lebih agresif dalam membela kepentingan mitranya, termasuk
membantu mereka dalam mengembangkan bisnisnya.

Kedua, BMT merupakan wadah yang memungkinkan terbentuknyabibit-bibit
wirausaha baru di kalangan kelompok usia produktif yang masih menganggurdi
Indonesia, karena polarisksharing yang menjadi pedoman hubungan kerjasama
dan kolaborasi antara BMT dengan mitranya di atas.

Ketiga, tidak sepertilembaga keuangan syariah lainnya seperti bankyangsulit
menjangkau masyarakat termiskin, BMT merupakan lembaga yang berpotensi
menjangkau masyarakat termiskin, seperti yang diprediksikan oleh Microcredit
Summit 1997 tentang peran lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan
mikro. Sebab, tujuan ideologis landasan Islam yang digali adalah mengangkat
posisi mustad'affin. Ide ini sebanding dengan Inklusi Keuangan, yang berupaya
meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama untuk usaha kecil dan
menengah.

b. Strategi Optimalisasi Baitul Mal Dalam Meningkatkan Financial Inclusion

di Kota Medan

Pemerintah dan Bank Indonesia telah merencanakan berbagai kegiatan di
sekitar lima pilar "Strategi Nasional Keuangan Inklusif" untuk membuatlayanan
keuangan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Edukasi
Keuangan adalah pilar pertama. Pilar ini mengacu pada inisiatifyang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan.
Setidaknya ada tiga kegiatan edukasi, antaralain pengenalan produk keuangan
(tabungan, kredit, sistem pembayaran, dan asuransi/dana pensiun),
perlindungan konsumen, dan pengelolaan keuangan. Inisiatif "Datanglah ke
Bank" dan situs web Informasi dan Edukasi Konsumen adalah dua contoh.

Kelayakan Finansial adalah pilar kedua. Kesulitan internal merupakan salah
satu hambatan yang dihadapi masyarakat miskin dan UMKM dalam hal layanan
perbankan. Pertimbangkan pertanyaan legalitas. Banyak usaha kecil yangmasih
kekurangan badan hukum, izin perusahaan, dan persyaratan teknis lainnya.
Inisiatif BI untuk menetapkan peringkat kredit UMKM dan mengembangkan
klaster UMKM. Bl juga sedang menggarap Financial Identity Number (FIN)yang
mirip dengan skema Single Identification Number (SIN) yang dijalankan
Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan adalah pilar ketiga. Pemerintah dan Bl akan memberikandukungan
kebijakan melalui penyusunan undang-undang yang memudahkan masyarakat
luas dalam menerima layanan keuangan. BI, Kemenkop UKM, dan
Kemenkominfo sedang menjajaki pengaturan distribusi berbasis teknologi
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seperti e-payment, branchless banking, dan agen pihak ketiga (termasukmobile
phone banking).

Fasilitasi Intermediasi merupakan pilar keempat. Pilar ini menitikberatkan
padaupaya penyadaran terhadap ciri-ciri kelompok masyarakat yang potensial
(bankable) dalam rangka memperoleh layanan keuangan di antara lembaga
keuangan formal. Linkage program, bazaar intermediasi UMKM, baselinesurvey,
model pinjaman, dan dukungan UMKM hanyalah beberapa contoh kerja Bl.Atau,
pertimbangkan untuk meningkatkan pembentukan Perusahaan Penjaminan
Kredit Daerah (PPKD).

Saluran Distribusi adalah pilar kelima. Pilar ini berupaya memperluas
jangkauan layanan lembaga keuangan formal kepada kelompok masyarakat di
lokasi yang jauh. Misalnya, peningkatan jaringan kantor pos atau kerjasama
dengan APEX Bank dalam implementasi BPR. Atau, proyek percontohan untuk
implementasi uang seluler.

KESIMPULAN

Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat strategisterpenting
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Optimalisasi kontribusi sektor ini
dengan memberikan akses seluasnya kepada masyarakat dan pelaku usahaterhadap
layanan keuangan, seperti UMKM, merupakan komponen penting dalam percepatan
pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, perlu dilakukan upaya untuk mendorong
pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan motorr penggerak
pembangunan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan
menghilangkan segala hambatan akses masyarakat terhadap layanan yang
menjangkau semua kalangan.Financial Inclusion, juga dikenal sebagai inklusi
keuangan, adalah inisiatifluas yang bertujuan untuk menghilangkan hambatanharga
dan non-harga terhadap akses publik ke layanan keuangan. Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT) adalah organisasi keuangan mikro yang paling hemat biaya dan cara paling
nyaman untuk mendapatkan dana kredit (pinjaman). Karena masalah pinjam-
meminjam piutang merupakan salah satu yang tidak dapat diselesaikan melalui
kegiatan ekonomi.
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